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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.36/MENHUT-II/2013 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 ayat 
(2) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan 
Kehutanan;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 32   Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang 
Sistem Perencanaan Kehutanan, Rencana Kehutanan 
Tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh instansi yang 
mempunyai kewenangan perencanaan bidang 
kehutanan di Kabupaten/Kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Kehutanan Tingkat Kabupaten/ Kota; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3888),  sebagaimana telah diubah   dengan   
Undang-Undang   Nomor   19   Tahun  2004 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5056); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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